BAB IV
PERBANDINGAN KHILAFAH ISLAMIYAH PERSPEKTIF

HIZBUT TAHRIR DAN ISIS

A. Persamaan

Hizbut Tahrir dan ISIS merupakan dua gerakan politik Islam yang gencar
menyuarakan diterapkannya kembali sistem pemerintahan yang sesuai dengan
syariat Islam. Dalam memahami konsep pemerintahan Islam, antara Hizbut Tahrir
dan ISIS, sebagaimana yang dijelaskan bab sebelumnya, bahwasannya kedua
gerakan tersebut sama-sama menolak dengan keras sistem undang-undang
demokrasi, serta mempunyai keinginan untuk memberlakukannya syariat Islam
secara kaffah bagi umat Islam, baik dari berbagai aspek kehidupan hingga hukum-
hukum institusi negara.

Kedua gerakan ini sepakat bahwa diterapkannya kembali syariat Islam
merupakan sebuah solusi komprehensif bagi umat Islam untuk bisa keluar dari
segala permasalahan-permasalahan. Pemerintahan di dalam negara Islam disebut
dengan sistem khilafah. Walau ada perbedaan antara Hizbut Tahrir dan ISIS
dalam memandang sistem khilafah, namun mereka sependapat bahwa keberadaan
sistem khilafah adalah untuk menerapkan hukum dan syariat Islam. Dimana
hukumnya fardhu kifayah bagi umat Islam untuk menegakkannya. Orang yang
memimpin negara Islam disebut khilafah, amirul mukminin atau imam, yang

metode pengangkatannya melalui baiat.
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Berbicara tentang sistem khilafah, dalam catatan sejarah umat Islam
setidaknya ada tiga macam bentuk khilafah yang diketahui, yaitu: Pertama,
khilafah dalam arti politik. Pendukung pemahaman ini meyakini bahwa
mendirikan khilafah Islamiyah yang memiliki kontrol terhadap politik hukumnya
adalah wajib. Khilafah jenis ini terjadi dalam khilafah Bani Umayyah, Bani
Abbasyiyah, Turki Utsmani dan Fatimiyah. Kedua, khilafah dalam arti
wewenang, sebagai khalifatullah fi al-ardh (wakil Allah di muka bumi). Bahwa
semua umat manusia — terutama dalam hal ini umat Islam — diciptakan oleh Allah
di dunia adalah untuk menciptakan kebaikan di bumi, karena mereka adalah wakil
Allah. Para pendukung pemahaman ini menilai khilafah dalam arti politik bukan
hanya tidak wajib, tetapi bisa jadi bertentangan dengan fungsi kekhilafahan yang
diamanatkan oleh Allah. Ketiga, khilafah yang hanya berkaitan dengan urusan
agama. Sistem yang terjadi sebenarnya tidak jauh beda dengan model khilafah
yang pertama, hanya saja kekuasaan dan otoritas khalifah dalam model ketiga ini
ada dalam bidang agama. Ini mirip dengan wewenang dan otoritas Paus di Roma
bagi umat Katolik. Dalam kekhilafahan ini, khilafah tidak akan memiliki
wewenang dan peran apa pun dalam pemerintahan serta tidak akan mencampuri
urusan negara.’

Dalam hal ini, baik Hizbut Tahrir atau ISIS sama-sama menganut sistem
khilafah yang pertama, yaitu sistem khilafah politik, karena kedua gerakan ini

berpendapat bahwa wajib hukumnya mengangkat seorang khilafah untuk

LAhmad Najib Burhani, “Khilafah Ahmadiyah sebagai Satu Model Sistem Kekhilafahan
di Era Kontemporer”, dalam Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila, ed.
Komaruddin Hidayat (Jakarta: Mizan, 2014), 124-125.
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mengimplementasikan hukum Islam. Khalifah juga merupakan pemimpin

tertinggi dalam negara Islam yang memimpin serta mengatur segala urusan politik

atau pemerintahan, dan lembaga-lembaga lain dalam sistem khilafah berada di

bawah wewenangnya.

Persamaan lain juga terlihat dari adanya kemiripan nama dan tugas dari

beberapa lembaga dalam struktur kekhalifahan Hizbut Tahrir dan ISIS,

diantaranya:

a.

Majelis umat/majelis syuro. Lembaga yang terbilang hampir sama antara
struktur khilafah versi Hizbut Tahrir dan ISIS dalam penguraiannya adalah
majelis umat, atau majelis permusyawaratan. Majelis umat dipilih oleh
masyarakat yang tugasnya adalah untuk mengontrol, mengoreksi dan
memberikan masukan kepada pemerintah. Bila khalifah meminta
pertimbangan dari majelis umat untuk mengambil keputusan atau kebijakan
yang bersifat praktis, seperti masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi,
maka khalifah wajib terikat dengan keputusannya.

Baitul mal. Persamaan lain adalah lembaga baitul mal yang sama-sama
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan tabungan negara, baik
berupa pemasukan atau pengeluaran harta negara, serta dikontrol langsung
oleh khalifah.

Wali. Baik khilafah Hizbut Tahrir dan ISIS, di setiap provinsi dipimpin oleh
seorang wali yang diangkat langsung oleh khalifah serta bertugas mengatur

segala urusan dan memenuhi kebutuhan rakyat yang ada di wilayah tersebut.
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B. Perbedaan

Sebagai sebuah sistem pemerintahan, khilafah telah runtuh pada Maret
1924 setelah sistem ini berjalan lebih dari 13 abad semenjak wafatnya Nabi
Muhammad SAW tahun 632 M. Namun sebagai wacana, gagasan untuk
membangun kembali khilafah itu terus muncul dalam tubuh umat Islam. Hizbut
Tahrir dan ISIS misalnya, merupakan gerakan politik Islam yang sama-sama
mempunyai cita-cita menegakkan kembali khilafah Islamiyah. ISIS bahkan telah
mendeklarasikan terbentuknya kekhalifahan baru bagi umat Islam dengan Abu
Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifahnya pada 29 Juni 2012. Namun, baik Hizbut
Tahrir atau 1ISIS mempunyai pandangan yang berbeda tentang khilafah Islamiyah.

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut meliputi:

1. Syarat menjadi khalifah

Perbedaan pertama yaitu tentang siapa yang dapat menjadi khalifah,
ada perbedaan pendapat antara khilafah perspektif Hizbut Tahrir dan ISIS.
ISIS menetapkan hanya keturunan Quraisy lah yang berhak menjadi khalifah.
Dasarnya adalah hadits Nabi yang berbunyi: al-a immah min Quraisy (HR.
An-Nasa’i). Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Mawardi
“Tidak ada khalifah dari selain Quraisy”. Menurut pendapat ISIS, siapapun
yang membolehkan Imamah untuk non Quraisy berarti telah membantah dan
menyangkal hadits Nabi, dan penyangkalan ini termasuk dalam kekufuran.
Jadi, siapapun yang mengklaim kepemimpinan dan khilafah selain dari

keturunan Quraisy, maka ia bukanlah khalifah atau imam. Dan bagi siapapun
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yang mendukung dan menyetujui kekuasaannya, maka ia telah berdosa dan
tidak taat kepada Allah.?

Sedangkan dipihak lain, Hizbut Tahrir tidak menyetujui pandangan
tersebut. Bagi Hizbut Tahrir, muslim dari manapun — baik dari Arab maupun
‘ajam, non-Arab — dapat menjadi khalifah selama memenuhi persyaratan dan
kualifikasi keislaman yang telah mereka gariskan. Selama seseorang telah
memenuhi Syarat sah pengangkatan, maka ia berhak menjadi khalifah.
Khalifah harus berasal dari keturunan Quraisy hanyalah syarat rekomendasi
atau syarat tambahan yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, seseorang
tetap bisa mencalonkan diri sebagai khalifah.*

2. Strategi atau metode perjuangan

Perbedaan selanjutnya yaitu tentang strategi atau metode perjuangan
yang digunakan untuk menegakkan khilafah. Untuk mengaktualisasikan cita-
cita tersebut, Hizbut Tahrir membatasi aktivitas dakwahnya dalam aspek
politik tanpa menempuh cara-cara kekerasan (fisik dan senjata), baik dalam
menentang sistem kekuasaan atau dalam menentang orang-orang yang
menghalangi dakwahnya.® Metode yang digunakan mulai dari pembinaan
kader, mengadakan dakwah terbuka dalam masyarakat sampai akhirnya
mampu untuk menciptakan opini umum yang menerima untuk ditegakannya

kembali sistem khilafah.

2 Dabiq, “The Law of Allah or The Laws of Men”, Al-Hayat Media Center, Issue 10
(Ramadhan, 1436), 22.

% Hidayat (ed.), Kontroversi Khilafah, 242.

4 Ainur Rofig Al-Amin, Proyek Khilafah HTI (Yogyakarta: LKiS, 2015), 119-121.

5 M. Imdadur Rahmat, Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur
Tengah ke Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2009)
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Perebutan kekuasaan dalam konsep Hizbut Tahrir akan muncul
melalui perlawanan rakyat secara massif tanpa menggunakan senjata apalagi
jika para pejabat maupun kalangan militer juga melakukan hal yang sama.
Bagi Hizbut Tahrir, perjuangan fisik hanya akan digunakan apabila musuh-
musuh yang dianggap kafir menyerang atau mengintimidasi salah satu negara
Islam.®

Hizbut Tahrir bisa saja menyebut metode perjuangan dan dakwah
mereka dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan. Namun, realitas
terjadinya instabilitas politik di Suriah patut dijadikan sebagai pertimbangan.
Di sana, para aktivis Hizbut Tahrir Suriah telah membentuk kelompok
bersenjata untuk melawan rezim Basyar al-Assad dalam rangka menegakkan
khilafah Islamiyah.’

Sementara itu lain halnya dengan strategi dan metode perjuangan yang
digunakan oleh ISIS. Untuk menegakkan khilafah, para jihadis ISIS harus
memukul mundur dan mengambil alih suatu wilayah dari para salibis atau
pemerintah yang thaghut. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan pasukan
militer yang kuat dan terampil di medan perang. Dalam argumentasinya, I1SIS
menyebutkan bahwa kekacauan atas jihad yang mereka perbuat masih sesuai
dengan syariat, karena kekacauan tersebut hanya ditujukan untuk pihak
musuh.

Seperti kebanyakan gerakan salafi jihadi pada umumnya, ISIS

berprinsip bahwa tiada khilafah tanpa tauhid dan jihad. Hal ini yang

® 1bid.
" Ainur Rofig Al-Amin, Proyek Khilafah HTI (Yogyakarta: LKiS, 2015), 252-253.



87

mendasari bahwa untuk mencapai khilafah, maka harus dilakukan dengan
terjun langsung di medan perang. Menyingkirkan pemerintahan-pemerintahan
thaghut dan menggantinya dengan sistem pemerintahan Islam yang sesuai
dengan syariat Allah.

Metode atau strategi dengan mengangkat senjata ini bisa jadi alasan
utama yang membuat khilafah Islamiyah yang diproklamasikan oleh ISIS ini
ditolak oleh banyak pihak. Pasalnya, jihad yang mereka lakukan, yakni
dengan cara mengangkat senjata dan menyebabkan banyak pertumpahan
darah, telah dipandang keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW.
Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Rasyid al-
Ghanusyi, bahwa dalam rangka meraih kekuasaan membentuk khilafah
Islamiyah dengan cara menghalalkan segala cara jelas bertentangan dengan
prinsip ajaran Islam yang rahmatan /il ‘alamin.®

3. Struktur khilafah

Struktur khilafah persektif Hizbut Tahrir dan ISIS sebenarnya
mempunyai perbedaan yang tidak terlalu mencolok. Perbedaan ini bisa dilihat
dari jumlah elemen lembaga pemerintah serta tugas dari masing-masing
lembaga tersebut. Hizbut Tahrir menyatakan ada 13 elemen dalam struktur
khilafah, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sementara I1SIS
mempunyai 23 elemen kekhalifahan. Perbedaan jumlah ini disebabkan karena

adanya perbedaan pembagian kerja.

& Ikhwanul Kiram Mashuri, ISIS: Jihad atau Petualangan (Jakarta: Republika, 2014), 78-
79.
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Dalam khilafah perspektif Hizbut Tahrir misalnya, untuk menangani
segala kebutuhan serta kesejahteraan rakyat, seperti masalah pendidikan,
pengobatan atau kesehatan, lapangan pekerjaan dan masalah pertanian berada
di bawah tanggung jawab satu lembaga pemerintahan, yakni lembaga
mashalih an-nas (pelayanan rakyat). Sedangkan dalam khilafah ISIS, untuk
menangani dan mengurus kepentingan-kepentingan umum tersebut, ISIS
membentuk departemen-departemen khusus yang mereka sebut dengan
diwan. Ada diwan al-ta Zim yang bertanggung jawab di bidang pendidikan,
untuk mengurus segala permasalahan di bidang kesehatan merupakan tugas
dari diwan as-shihah, dan ada diwan al-zira’ah yang bertugas mengelola
pertanian dan peternakan.

Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada pembantu khalifah. Bagi
Hizbut Tahrir, seorang khalifah mempunyai pembantu dalam mengurusi
tugas-tugas kenegaraan dan administrasi yang disebut dengan mu awin.
Seorang khalifah mengangkat wakilnya untuk mengurus tugas kenegaraan
yang tugasnya itu sama dengan tugas khalifah, yang oleh An-Nabhani disebut
dengan mu’awin tafwidl. Dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya,
juga dibantu oleh mu’awin tanfidz. Jadi, mu’awin tanfidz adalah pembantu
yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya dalam masalah operasional
dan selalu menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dia juga
seorang protokoler yang menjadi penghubung antara khalifah dengan

rakyatnya, dan antara khalifah dengan negara-negara lain.



89

Sedangkan dalam struktur khilafah ISIS, untuk menjalankan tugas-
tugasnya, khalifah dibantu oleh lajnah al-mufawwadhah yang bertugas untuk
menyampaikan perintah dan kebijakan yang telah diputuskan oleh khalifah
serta mengawasi implementasinya di lapangan. Lembaga ini juga mengontrol
kinerja semua elemen-elemen dalam pemerintahan (kecuali khalifah dan
majelis syuro). Menurut penulis, tugas dari lajnah al-mufawwadhah ini bisa
dikatakan hampir mirip dengan tugas mu’awin, yakni mu’dwin tanfidz.
Karena fungsi dari lembaga ini adalah sebagai protokoler yang
menghubungkan khalifah dengan para aparatur negara, rakyat serta pihak luar
negeri. Lembaga ini bertugas mengurusi tugas-tugas kenegaraan, dimana
semua lembaga dalam pemerintahan (al-makatib wa al-haiat, para
wali/gubernur, dan dawawin) harus mempertanggungjawabkan tugasnya
kepada lembaga ini sebelum nantinya akan disampaikan kepada khalifah.
Tugas lainnya yaitu membantu khalifah dalam mengurus dan mengawasi
imlementasi kebijakan khalifah di lapangan.

Syarat sah khilafah

Walau gerakan Hizbut Tahrir dan ISIS memiliki cita-cita yang sama,
namun Hizbut Tahrir menolak cara penegakan daulah khilafah Islamiyah
yang dilakukan ISIS dan menganggap khilafah tersebut tidaklah sah. Berikut
pernyataan yang disampaikan Ismail Yusanto, selaku Juru bicara Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI): “Sikap Hizbut Tahrir sendiri dalam soal ini
sangatlah jelas, sebagaimana termuat di situs Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Intinya, Hizbut Tahrir menolak keabsahan kekhalifahan yang dideklarasikan
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oleh ISIS yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi. Pasalnya, khilafah ala 1SIS
tidak memenuhi empat syarat sekaligus”.® Dengan demikian, Hizbut Tahrir
(HT) memandang bahwa keempat syarat tersebut merupakan kunci utama
dalam mendirikan khilafah Islamiyah.

Empat syarat yang tidak dipenuhi ISIS sebagaimana dimaksud
Yusanto antara lain: (a) khilafah semestinya menguasai satu wilayah otonom,
bukan berada di bawah sebuah negara. Kenyataannya khilafah ala ISIS
sebagian di Irak dan sebagian di Suriah. Secara faktual khilafah itu tidak
memiliki kekuasaan yang nyata (sulthan dzatiyan); (b) semestinya khilafah
mengontrol penuh keamanan dan rasa aman di wilayah itu. Kenyataannya,
karena wilayah kekhalifahan ala ISIS di dalam Irak dan Suriah, tentu
keamanan wilayah itu sebagian berada di tangan pemerintahan Irak dan
sebagian lagi ada di Suriah; (c) khilafah semestinya mampu menerapkan
syariah Islam secara adil dan menyeluruh (kaffah). Kenyataannya, hingga
sekarang tidak jelas khilafah apa yang dimaksud ISIS, bagaimana sistem
politik pemerintahannya, bagaimana sistem ekonominya dan sebagainya; (d)
pengangkatan khalifah semestinya memenuhi seluruh  syarat-syarat
pengangkatan (syuruth al-in’igad), yaitu Islam, laki-laki, baligh, berakal,
merdeka, adil dan mampu. Kemudian seorang khalifah juga harus dibai’at
dengan prinsip ridha wal ikhtiyar (kerelaan dan pilihan) oleh umat Islam di

wilayah itu, setelah konsep khilafah berkembang di tengah masyarakat dan

® M. Ismail Yusanto, “Berkah dan Ancaman” Al-Wa’ie No. 169 Tahun XIX, 1-30
September 2014, 19.
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menjadi kesadaran umum. Namun dalam prakteknya, khalifah ISIS ini hanya
dibaiat oleh para milisi pengikutnya saja.°

Sementara itu, ISIS tidak menyebutkan secara khusus apa saja Syarat
sah untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Mereka berpendapat bahwa
menguasai wilayah otonom bukanlah syarat syar’i berdirinya suatu negara
Islam. I1SIS menerangkan bahwa wilayah memang merupakan unsur politis
utama berdirinya sebuah negara, itu merupakan pilar yang di atasnya
dibangun definisi sebuah negara. Namun vyang harus diperhatikan
bahwasanya tidak ada satu nash syar’i pun baik dari Al-Qur’an, As-Sunnah
maupun perkataan salaf yang menetapkan luas wilayah tertentu untuk dapat
mendirikan suatu negara. Mungkin orang yang menentang berdirinya negara
Islam tersebut mempunyai anggapan bahwa syarat untuk sebuah negara itu
adalah harus ditegakkan di wilayah Irak dan Suriah secara keseluruhan dalam
satu waktu. Anggapan ini tidaklah benar, dan tidak berlandaskan prinsip
syari’at dan kaidah figih sama sekali, akan tetapi itu hanyalah murni
pemahaman keliru yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat selama
bertahun-tahun sejak berlakunya batas-batas geografis yang dibuat oleh
Sykes-Pycot.!! Sedangkan batasan-batasan tersebut bukanlah batasan-batasan

yang ditetapkan dan diwajibkan oleh syari’at Islam.

10 1bid, 19-20.

11 Kesepakatan Sykes-Pycot adalah kesepakatan rahasia yang berlangsung pada tahun
1334 H ketika perang dunia pertama antara Inggris dan Prancis, atas persetujuan Rusia
untuk memecah belah Daulah ‘Utsmaniyah dan membagi daerah-daerah yang tunduk di
bawah kekuasaan ‘Utsmaniyah — yaitu Suriah, Irak, Lebanon dan Palestina — ke daerah-
daerah yang tunduk kepada kekuasaan Prancis, sedangkan yang lainnya tunduk kepada
kekuasaan Inggris. Kesepakatan tersebut dinamakan dengan nama tersebut karena
dinisbatkan kepada pelakunya yaitu Marlk Sykes orang inggris dan George Pycot.
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Oleh karena itu batas-batas geografis bukanlah salah satu alasan untuk
mendirikan suatu negara. Akan tetapi negara dapat terbentuk dengan
munculnya sesorang yang memiliki kekuasaan yang dapat dilihat oleh semua
kalangan. Meskipun dalam negara tersebut ada orang lain yang memiliki
kekuasaan lain namun tidak dapat dilihat oleh semua kalangan, maka
kekuatan tersebut harus tunduk pada kekuasaan yang dapat dilihat.*?

Abu Humam al-Atsari mengatakan bahwa syarat keabsahan daulah
dengan harus menguasai wilayah secara keseluruhan adalah syarat yang tidak
dikenal, bahkan setingkat daulah yang didirikan Nabi di Madinah. Saat itu,
Madinah tidak dikuasai secara penuh oleh Nabi beserta para sahabatnya. Ini
dibuktikan dengan mereka harus membawa senjata mereka pada setiap
harinya; sejak pagi hari hingga sore hari, yang menunjukkan bahwa Madinah
— setidaknya pada saat itu — belum dikuasai penuh oleh Nabi.*®

Namun demikian hal itu tidak menjadi penghalang untuk
diproklamasikannya negara Islam di bumi Madinah, padahal itu hanyalah
sebuah wilayah kecil dibanding dengan luasnya semenanjung Arab. Artinya,
Nabi SAW memproklamasikan negaranya dalam batasan wilayah yang
sempit, yang di atasnya tinggal sekelompok orang yang memiliki loyalitas
dan dukungan berbeda-beda terhadap negara yang sedang tumbuh tersebut.
Di antara mereka ada yang memusuhi negara tersebut, seperti orang-orang

munafig dan orang-orang Yahudi. Kemudian ada pula yang ragu-ragu tidak

12 Dewan Syari’ah Daulah Islam Irak, |’Zamul Anam Bi Miladi Daulatil Islam, terj. Abu
Hafsh As-Sayyar dan Abu Musa Ath-Thoyyar (t.k.: Al-Qoidun Group, 2008), 81.
13 Syamina edisi VI/ Oktober 201, hal.16
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menentukan sikapnya, juga di antara mereka ada pula yang simpati. Sebagian
lagi ada yang loyal dan mendukung. Semua lapisan masyarakat ini ada di
sebuah wilayah kecil yang secara pasti mereka bersenjata. Namun demikian,
keadaan yang baru seperti ini tetap dinamakan sebagai negara Islam yang
pertama.t*

Selanjutnya melihat realitas daerah kekuasaan ISIS yang terbentang
dari Aleppo sampai Diyala, tentu saja wilayah tersebut luasnya berkali-kali
lipat dari negara Islam Madinah Nabi SAW. Sementara unsur wilayah, jika
ini dianggap sebagai unsur utama untuk berdirinya sebuah negara, maka
wilayah kekuasaan ISIS lebih dari mencukupi untuk syarat berdirinya sebuah
negara Islam (khilafah Islamiyah).*®

Dewan syariah daulah Islam Irak menyatakan bahwa sesungguhnya
negara yang didirikan Rasulullah SAW tidak mengandung semua aspek yang
biasa menjadi ciri utama negara masa kini, baik aspek sistem politik dan
pemerintahannya, birokrasinya, atau sistem perekonomiannya. Negara yang
dicita-citakan dalam Islam adalah negara yang menegakkan agama terlebih
dahulu sebelum pertimbangan lainnya (masalah dunia).®

Sehingga, yang menjadi simbol utama atas berdirinya khilafah
Islamiyah adalah tamkin (kekuasaan) atas suatu wilayah yang diperkuat

dengan persenjataan untuk menciptakan keamanan di wilayah tersebut, serta

14 Dewan Syari’ah Daulah Islam Irak, |’Zamul Anam Bi Miladi Daulatil Islam, terj. Abu
Hafsh As-Sayyar dan Abu Musa Ath-Thoyyar (t.k.: Al-Qoidun Group, 2008), 81.

15 1bid.

16 1bid, 17.
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adanya seorang khalifah yang mampu menegakkan agama Allah, menerapkan
hudud, menjalanakan pengadilan dan amar ma ruf nahi munkar.

Terkait dengan syarat yang mengharuskan khalifah dibaiat oleh
seluruh rakyat, Al-Atsari menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah syarat sah
kepemimpinan seseorang. Bahkan baiat dari seluruh ahlul halli wal ‘aqdi pun
bukan syarat sah kepemimpinan. Kepemimpinan seseorang sudah dianggap
sah jika ahlul halli wal ‘aqdi yang memungkinkan hadir membaiatnya. Al-
Atsari menambahkan bahwa disyaratkannya baiat seluruh ahli halli wal ‘aqdi
atas sahnya kepemimpinan seseorang merupakan pendapat Mu’tazilah,
sementara disyaratkannya baiat seluruh rakyat merupakan pendapat penganut
demokrasi.t” Pernyataan ini seolah membantah pendapat dari Hizbut Tahrir
yang menyatakan bahwa syarat sah khilafah adalah dengan adanya seorang
khalifah harus diangkat dan dibaiat oleh seluruh umat Islam di wilayah

tersebut.

C. Relevansi Khilafah di Era Kontemporer
Khilafah Islamiyah bertujuan untuk membentuk satu kekuatan politik
tunggal bagi seluruh umat Islam di muka bumi; sebuah ide yang patut
dipertanyakan kelayakan dan keberlangsungannya (viability) di masa kontemporer
ini. Jika umat Islam mau berpikir jernih dan rasional maka mereka akan
menyadari bahwa khilafah Islamiyah merupakan sistem pemerintahan yang semu

dan mustahil untuk diwujudkan di era kontemporer seperti sekarang ini. Apalagi

17 Lihat Abu Humam Bakar bin Abdul Aziz Al-Atsari, Madd Al-Ayyadi bi Bai’ah Al-
Baghdadi, http://www.tawhed.ws/r?i=05081301. Diakses pada 20 Mei 2016.
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harus dengan mengorbankan nyawanya di medan perang dengan alasan jihad
fisabilillah untuk menegakkan cita-cita tersebut.

Dikatakan mustahil karena sistem pemerintahan Islam dalam bentuk
khilafah Islamiyah sebenarnya muncul sebelum lahirnya konsep negara bangsa
seperti sekarang. Konsep negara bangsa (nation-state) muncul melalui perjanjian
Westphalia tahun 1468, dan lebih tegas lagi dalam konvensi Montevideo tahun
1933, dimana disepakati unsur-unsur negara sebagai berikut;*® a) Mempunyai
penduduk yang menetap dan terorganisasi, b) Menempati wilayah tertentu, c)
Diorganisasi oleh suatu pemerintahan, dan d) Mempunyai kemampuan
melangsungkan hubungan dengan negara lain secara mandiri.

Dari sini dapat dipahami bahwa konsep negara bangsa (nation-state) yang
ada saat ini menekankan adanya ketentuan batas teritorial kewilayahan bagi setiap
negara tanpa terkecuali. Menegakkan khilafah Islamiyah bagi seluruh umat
Muslim yang Kini tersebar ke berbagai negara dan bangsa serta dibatasi oleh
adanya ketentuan teritorial tentu akan sangat sulit direalisasikan. Misalnya, tidak
mungkin bagi Indonesia bisa disatukan dalam satu ketentuan sistem politik,
pemerintahan dan hukum dengan negara Mesir, Irak, ataupun Suriah. Hal ini
dikarenakan Indonesia memiliki sistem politik yang jauh berbeda dengan negara-
negara tersebut. Artinya, saat ini semua negara telah memiliki sistem politik
pemerintahan dan hukum yang berbeda-beda dan berlaku bagi setiap warga

negaranya masing-masing sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat.

18 Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, (Yogyakarta: Liberty, 1990),
16
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Sehingga, perjuangan Hizbut Tahrir dan ISIS untuk menegakkan kembali
khilafah Islamiyah yang hendak diberlakukan bagi seluruh umat Muslim di dunia
sebenarnya hanya akan menabrak tatanan sistem politik yang sudah mapan di
setiap negara di dunia. Hal tersebut juga dapat mengacaukan konsep negara
bangsa yang kini telah tertata rapi. Tidak mengherankan jika Hizbut Tahrir di
tolak di beberapa negara dan bahkan hampir semua negara di dunia telah
menentang keberadaan ISIS — termasuk juga menentang setiap upaya menegakkan
kembali sistem khilafah Islamiyah — karena dianggap sebagai ancaman nyata
terhadap tatanan kehidupan negara yang sudah berjalan dan akan menyebabkan
instabilitas politik di negara tersebut.

Lebih jauh lagi, fakta sejarah peradaban Islam juga memperlihatkan betapa
sulitnya menyatukan umat Muslim dalam satu kepemimpinan dengan sistem
khilafah Islamiyah. Sebagai contoh, pada saat Muawiyyah bin Abi Sufyan
menjabat  sebagai  Gubernur  Damaskus, ia pernah  menunjukkan
pembangkangannya (tidak mengakui) terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Tholib.
Ia berkata, “Wahai Ali, Anda jangan salah sangka, Islam sekarang tidak hanya
berada di kota Mekkah dan kota Madinah, tetapi Islam saat ini sudah menyebar di
berbagai daerah.”*®

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa untuk menyatukan umat Islam
dengan satu sistem politik, yakni berupa khilafah Islamiyah, di masa klasik saja
sangat sulit, apalagi di masa kini ketika umat Islam di seluruh dunia sudah

terpecah ke berbagai negara dengan sistem politik pemerintahan dan karakter

% Imam As-Suyuthi, Tarikh Al-Khulafa: Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam dari Abu
Bakar Hingga Mutawakkil (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), 154.
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pemimpin yang sangat beragam. Seluruh umat Muslim di dunia juga telah tersebar
ke berbagai benua seperti Asia, Australia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Dalam
kondisi demikian, tentu sangat mustahil menegakkan sistem politik dalam bentuk
khilafah Islamiyah yang nantinya diberlakukan kepada seluruh umat Muslim di
dunia.

Utopianisme khilafah Islamiyah juga terletak pada kenyataan bahwa kaum
Muslim di sejumlah kawasan telah mengadopsi konsep negara-bangsa
berdasarkan realitas bangsa dengan tradisi sosial, budaya dan agama, wilayah
geografis, dan pengalaman historis berbeda. Oleh karena itu, “unifikasi” seluruh
wilayah dunia Muslim di bawah kekuasaan politik tunggal dengan sistem khilafah
Islamiyah adalah sebuah bentuk kemustahilan yang tidak bisa diterima oleh nalar
rasional . %

Konsep khilafah Islamiyah, baik yang diperjuangkan secara damai seperti
Hizbut Tahrir atau dengan mengangkat senjata seperti halnya ISIS, sama-sama
tidak mendapat tempat di Indonesia. Pasalnya, mengganti NKRI dengan sistem
khilafah Islamiyah hanya akan mengingkari sekaligus merugikan cita-cita para
founding fathers Negara Indonesia. NKRI, dengan Pancasila sebagai ideologinya
dan UUD 1945 sebagai dasar hukumnya, merupakan harga mati yang tidak bisa
ditawar lagi. Sedangkan dalam konsep khilafah Islamiyah baik menurut Hizbut
Tahrir atau ISIS menganggap Pancasila sebagai sistem kufur dan thaghut. Mereka
juga menganggap bahwa segala sumber hukum buatan manusia tidak sesuai

syariat dan harus diganti dengan hukum yang bersumber langsung dari Allah.

20 Reno Muhammad, 1SIS: Kebiadaban Konspirasi Global (Jakarta: Noura Books, 2014),
70.
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Mengganti NKRI dengan khilafah Islamiyah tidak hanya bertentangan dengan
Bhineka Tunggal Ika dan kearifan budaya setempat, tetapi juga akan
menimbulkan gejolak politik di Indonesia yang telah sejak lama menganut sistem
demokrasi. Bahkan, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai makar atau bughot

karena akan merusak stabilitas nasional.





